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Kelebihan Kapasitas

Lapas Butuh Reformasi Dan Bangunan Baru

ANGGOTA Komisi XIIT DPR
Hamid Noor Yasin menyoroti
persoalan serius Lerkait kelebih-
an hapasitas atau overcrowding
lembaga pemasyarakatan (lapas)
di Indonesia. Masalah itu tidak
bisa disclesaikan hanya dengan
membangun gedung baru, me-
lainkan butuh Langkah konkret
yang jauh lebih komprehensi.

Harnid menegaskan, penangan-
an isu inf memerlukan refor-
masi menyeluruh terhadap sistem
pemasyarakatan dari hulu hingga
hilir. Karena berdasarkan data
2024, tingkat overcrowding men-
capai 93 persen, Jumlah penghuni
lapas melampaui 280 ribu orang
dlari kapasitas idcal 146 ribu.

Lalu, dari paparan Dircklo-
ral Jenderal Pemasyarakatan
(Ditjenpas) paca Jamuari 2026,
angka kelebihan kapasilas tahun
2025 masth berada di kisaran 88
persen dengan jumlah penghuni
mencapai 274.279 orang. “Pada-
hial daya tampung yang tersedia
diseluruh Indonesia hanya untuk
146.260 orang," kala Hamid,
kemarin,

Kondisi itu menunjukkan
perstalan pemasyarakatan ma-

sih sangat serius dan bukan

sekadar masalah kapasitas fisik ¢
bangunan. Situast ini merupakan &
gejala dari desain sisiem hu- 8
kum pidana yang masih sangat *& @

berorientasi pada pendekalan
penghukuman atay punitif ter-
hadap para pelanggar hukum,
Beburapa fuktor yang berkon-
(ribusi terhadap tingginya jum-
lah penghuni Tapas antara lain
luasnya kriminalisasi di lengah
masyarakat, Berikutnya, peng-

gungan penahanan pra-persi- |

dangam yang tinggi. Kebijakan
pidana dalam UL narkotika torut
memperparah situasi, ditambah
belum optimalnya pencrapan
keadilan restoratif ateu restor-
alive justice (R]).

Kondisi itu berdampak pada
menurunnya kualitas pembinaan
narapidana serta meningkatnya
(ckanan kerja bagi para pelugas
pemasyarakatan, *Pada khimya
Juga berpotenst memicu muncul-
nya prakiik pungutan lar serta
berbagai bentuk pelanggaran
HAM vang merugikan warga
binaan di dalam,” jelasnya.

Proses reintegrasi sosial bagi
eks narapidana, sambung Ha-

Hamid Noor Yasin

mid, juga dirasa masih sangal
lemah dalam pelaksanaannya.

T terjacti akibal stigma negatil

di masyarakat yang menyulitkan
mercka untuk kembali beker-
ja serta-berpartisipasi secara
produktifselelah menyelesaikan
miasa hukuman di penjara.
Karena ilu, Hamid mendo-
rong reformasi sistern melalui
rasionalisasi kebijakan krimi-
nalisast serta penguatan di-
versi dan RJ. Langkah lainnya
adalah mengembangkan alter-
atil pemmidaniaan di luar penjara,
serta memperkual program rein-

tegrasi sostal yang berbasis pada

pencrimaan hangat dari selurub

lepisan masyarakal.

Pendekatan pemasyarakatan,
lanjutnya, harus kembali pada
{ujuan utamanya yakni membina
dan miemulikan individu, bukan
sekadar memberikan hukuman,
“Refurmasi sistem harus dilako-
Kan secara tofal dart hulu hingga
hilir puna memastikan fungsi
pemisyarakatan berjalan sesuai
dengan mandat UU" legasnya.

Angpota Komisi XII DPR
Yanuar Aril Wibowo menambah
kan, persoalan kapasitas berlebih
harus segera diatasi secara solutf
Implementasi KUHP nasional
yang baru membuka peluang
pencrapan pidana kerja sosial
maupun lahanan rumeh sebagai
salah satu altematil pemidanzan
yang lebih manusiawd.

Pidana kerja sostal daam KUHP
baru, kata Yamuar, bisa jadi jalan
keluar cfektil untuk mengatasi
masalah kelebihian kapasitas lipas
yang kronis. “Banyak warga bi-
T Yang Secar asesmen sehertar-
nya sudah layak mendapatkan
alternatil hukuman Lain, seper(
(ahanian rumah yang tetap dalam

pengawasan kelal," ucapnya,

Scjalan dengantu, Wakil Men-
(er Hukum (Wamenkum) Eddy
Hiarie menegaskan, penegakan
ukum dengan sanksi adminisirasi
harus didahulukan dibanding
sanksi pidana. Tu merupakan
bentuk penerapin prinsip ultimum
remedium, yaitu asas tenlang
pemidanaan sebagai upaya pa-
mungkas dalam proses penegakan
hukum.

Apabila dalam suaty UU ter-
dapal sanksi pidana dan sanksi
arhmirstrast, sankst admindstrasi
wifib didahulukan bag pelanggar.
“Langkah itu diambil Pemerintah
unfuk memastikan keadilan bagt
Wirga Hegara serla mengurangd
beban penjara yang sudah sangat
sesak akibat arus masuk narapi-
dama,” jelas Eddy.

KUHP baru, sambungnya, mem-
bawa perubihan paradigma sislem
pemidanaan dengan mengedepen-
Kan keadilan korcktif serte keadilan
restoratil sceara luzs. Perubaban
it berdampak pada KUHAP yang
menggeser pendekatan darf crime
control model jadi due process
mixde] yang menekankan perlin-
(ungan HAM. mpve
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